
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6353/Pdt.G/2019/PA.Cbn 

 

 

Salinan P U T U S A N 

Nomor 6353/Pdt.G/2019/PA.Cbn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

 

Epi Kurniasari binti Suhaman, tempat/tangal lahir Bogor/19 Maret 1990, umur 

29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, 

tempat kediaman di Kampung Tanggulun (rumah bapak 

Suhaman), RT. 016 RW. 006, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, 

Kabupaten Bogor,, ... sebagai Penggugat; 

melawan 

Herik Kusyanto bin Acang, tempat/tangal lahir Bogor/14 April 1984, umur 35 

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan 

Swasta, tempat kediaman di Kampung Cariu (rumah bapak 

Acang), RT.010 RW. 004, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, 

Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat ; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

 

Duduk Perkara 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 

November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong 
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dalam register perkara Nomor 6353/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 25 November 

2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya 

dilaksanakan pada tangggal  28 Desember 2008, berdasarkan kutipan akta 

nikah nomor  475/68/XII/2008 tertanggal  30 Desember 2008, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Cariu, 

Kabupaten Bogor;  

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal 

bersama di  Kampung Tanggulun, RT. 016 RW. 006, Desa Cariu, 

Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;  

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah 

bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri  dan 

dikaruniai  1 orang anak bernama : Nafisha Az Zahra Kusyanto, 

perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 November 2009 

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis akan tetapi sejak  bulan November 2016 sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : 

a. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat 

dari pesan singkat di handphone Tergugat 

b. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga 

c. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik dalam 

urusan rumah tangga 

d. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah lahir kepada 

Penggugat, Tergugat maksimal memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 

500.000 atau sesuka hati;  

5. Bahwa pada  tanggal 02 Januari 2017 merupakan puncak permasalahan 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat 

sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan 

Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan 

hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan 

tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;  
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6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya 

tersebut tidak membuahkan hasil;  

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, 

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak 

tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak 

ada jalan terbaik kecuali perceraian 

 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herik Kusyanto bin Acang ) 

terhadap Penggugat (Epi Kurniasari binti Suhaman);  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku 

 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat 

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini; 
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Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, 

sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu 

halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat 

diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat 

harus dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai 

dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya 

perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;   

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 716000,- ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. 

Qomaru Zaman, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan 

Idawati, S.Ag., M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan 

tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaenudin 
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Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan 

Tergugat; 

 

 Anggota-Anggota, Ketua Majelis, 

 

 Ttd. Ttd. 

 

 

 

 Drs. H. Mukhlis M.H. Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. 

 

 

 

 Ttd. 

 Idawati, S.Ag., M.H. 

 

  Panitera Pengganti, 

 

   

Ttd. 

  Jaenudin Ramdhan, S.H.I. 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,- 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,- 

-  Panggilan : Rp 600.000,- 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,- 

-  Redaksi : Rp 10.000,- 

-  Meterai : Rp 6.000,- 

J u m l a h : Rp 716.000,- 

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah); 

 

Salinan Putusan ini  
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